
GUBERNUR GORONTALO
PERATURANGUBERNURGORONTALO

NOMOR 88 TAHUN2018

TENTANG

PENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

PROVINSIGORONTALOTAHUNANGGARAN2019

GUBERNURGORONTALO,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDTahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran. Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 874).

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2018 Nomor 7).
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Menetapkan : PERATURANGUBERNUR TENTANG PENJABARANANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan AsHDaerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan
yang Sah

Rp. 411.531.175.256,06
Rp. 1.531.631.089.000,00

Rp. 12.504.330.000,00

Jumlah Pendapatan

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai Rp.
b. Belanja Bunga Rp.
c. Belanja Subsidi Rp.
d. Belanja Hibah Rp.
e. Belanja Bantuan Sosial Rp.
f. Belanja Bagi HasH Rp.
g. Belanja Bantuan Keuangan Rp.
h. Belanja Tak Terduga Rp.

Rp.1.955.666.594.256,06

598.157.258.206,59
0,00
0,00

197.627.789.250,00
33.703.000.000,00
169.784.195.013,87
1.967.797.649,00
5.000.000.000,00

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Rp. 1.006.240.040.119,46

Rp. 98.393.5~4.310,00
Rp. 544.519.560.243,95

Rp. 304.159.033.583,00
Rp. 949.426.554.136,60

Jumlah Belanja Rp.1.955.666.594.256,06

Jumlah Pembiayaan Neto Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp.

c. Pembiayaan:
1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Surplus/ (Defisit) Rp.

Rp.
Rp.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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Pasal2

Ringkasan Penjabaran APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubemur ini.

Pasal4

(1) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III
dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara
formal dan material terhadap dana hibah dan bantuan sosial
yang diterimanya.

(3) Dalam hal terdapat temuan penyimpangan peruntukan dana
hibah dan bantuan sosial dari pihak yang berwenang maka
penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara
hukum dan wajib mengembalikan ke kas daerah.

Pasal5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan
Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini.

Pasal6

Pelaksanaan penjabaran APBDyang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
21 Desember 2018

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
21 Desember 2018

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 88
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